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Abstract

This study aims to determine the management of waste retribution in Sidenreng Rappang Regency, along with all influencing factors, and the extent to contribute Sidenreng Rappang Regions’ Original Income. To achieve this, the research was carried out by using a survey method for distributing questionnaires, observations and interviews. The population took 68 people and all of them were accounted as samples.
The results showed that although the optimization of waste retribution as regions original income was already quite optimal, but from the staff, management, and all related elements’ side still required an improvement and minimize the affecting factors, such as the competence of all personnel, retribution mandatory which greatly affected the waste management, and facilities and infrastructure improvement to support increasing income curve, it can be seen from the 64.70% of respondents stated quite optimal, and the achievement of roughly 75% of the targets set by the local government, so it can be concluded a quite number of contribution.
	


Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang


Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang


A. 
287
 (
Volume 2 | 
Nomor 2 | EDISI 
MILAD | April 2013
) (
PRAJA
)
 (
Volume 2 | 
Nomor 2 | EDISI 
MILAD | April 2013
)288
 (
PRAJA
)
309
 (
Volume 2 | 
Nomor 2 | EDISI 
MILAD | April 2013
) (
PRAJA
)
B. PENDAHULUAN
Pembangunan daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mengupayakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan potensi lainnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain sumber daya faktor-faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya keuangan yang memadai, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari Pendapatan Asli Daerah sendiri.
Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah membuka peluang, tantangan dan kendala terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi daerah adalah masalah kesiapan sumber-sumber pembiayaan atau kemampuan daerah menyelenggarakan urusan rumah tangga secara mandiri.
Untuk itulah maka pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai suatu wujud nyata otonomi. Pengembangan dan penggalian potensi PAD sebenarnya sudah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat PAD sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggungjawab di daerah kabupaten atau kota. Hal ini berarti jika pengoptimalan PAD akan membawa kearah kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan pembangunan di daerah.
Pajak daerah dan retribusi daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah dominan, oleh karena itu perlu dioptimalkan penerimaannya. Berdasarkan alur pikir teori keuangan daerah, penerimaan pajak pada umumnya digunakan untuk membiayai jasa layanan yang bersifat murni publik (publik goods), sedangkan penerimaan retribusi umumnya digunakan untuk membiayai jasa pelayanan yang bersifat semi publik (semi public goods) di mana komponen manfaat individunya relatif lebih besar.
Menurut Harits (2002:81) bahwa dalam mengoptimalkan PAD tingkat II, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaanya karena retribusi daaerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Di samping itu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pemungutan.
Salah satu retribusi yang masih dapat ditingkatkan lagi penerimaannya  di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu retribusi kebersihan. Mengingat perkembangan kota yang demikian pesat selama dua tahun terakhir akibat pertumbuhan penduduk dengan rata-rata pertumbuhan 3,1% pertahun, dan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan 15% pertahun mengakibatkan permintaan terhadap jasa kebersihan diperkirakan akan terus meningkat sehingga retribusi kebersihan merupakan potensi yang cukup besar dan potensi tersebut belum dioptimalkan secara keseluruhan oleh Pemerintah  Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Retribusi persampahan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, karena masyarakat membutuhkan jasa pelayanan ini disebabkan sebagian besar tidak mempunyai pekarangan yang mampu untuk mengelola sampah pribadi. Prinsip pengenaan retribusi adalah didasarkan pada pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah No Service No Charge, prinsip  ini yang membedakan retribusi dengan pajak (Sidik, 2008:8). 
Selama ini penetapan target di daerah tidak didasarkan pada potensi yang ada, dan tidak  didasarkan pada pencapaian realisasi tahun sebelumnya (secara incremental), gambaran target dan realisasi penerimaan retribusi kebersihan selama dua tahun bisa menunjukkan kurang adanya peningkatan yang berarti bahkan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, walaupun tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah menaikkan terget Retribusi jika dihitung secara rata-rata setiap tahun terjadi kenaikkan sebesar 0,92 %.
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Konsep Optimalisasi
Dalam beberapa literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerdwadarminta (2007: 753) dikemukakan bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. 
Optimalisai banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (2007: 363), optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.  
Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasil guna dan berdaya guna. 
1. Efektivitas
The Liang Gie (1991: 53), memberikan pengertian efektivitas sebagai berikut: 
“Efektivitas adalah Perbandingan terbalik antara input dan output, antara keuntungan dan biaya, antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan seperti halnya juga hasil maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas, dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan. Pada pengertian tersebut, input yang dimaksudkan adalah semua sumber yaitu sarana dan prasarana yang digunakan organiasi untuk mencapai tujuan.”
Jadi efektivitas dilihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan dengan manfaat yang diberikan bagi organisasi. Efektivitas itu sendiri dapat dilihat dari efek dan akibat yang dikehendaki untuk menjadi suatu kenyataan, yang tentu saja dilakukan dengan kemampuan maksimal yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan komponen penting dalam organisasi. 
Pengertian efektivitas tersebut nampak lebih luas dan memiliki kriteria yang beragam pula dalam memandang efektivitas, yaitu dapat sudut ekonomi, phsykoligis, psikologi dan sosial. Dan secara jelas memberikan suatu standar korelasi yang dapat menentukan hasil akhir dari kegiatan dan efektifitas juga digunakan sebagai standar nilai apabila dilakukan dengan dengan sepenuh kemampuan yang ada sebagai unsur peningkatan yang ada sebagai unsur peningkatan prestasi kerja dan produktivitas kerja secara maksimal dalam menjangkau aspek yang diinginkan secara kolektif. 
Efektivitas dalam hubungannya dengan dengan optimalisasi peningkatan penerimaan Pajak Daerah diharapkan agar sistem dan prosedur pemungutan bisa berjalan dan berlangsung dengan baik, itu harus dilihat dari sistem yang digunakan serta prosedur pelaksanaan pemungutan juga jadwal pemungutan dan pengawasan harus ditetapkan secara teratur agar menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi. 
Efisiensi 
Di samping efektivitas, keberhasilan organisasi juga perlu didukung dengan efisisensi. Adapun pengertian Efisiensi menurut Ibnu Syamsi (2007:3), adalah perbandingan antara hasil ril yang dicapai seseorang dengan standar hasil minimumnya. Apabila hail rill itu diatas standar minimum yang telah ditetapkan, berarti kerjanya efisien. Apabila hasilnya sama dengan standar hasil yang katakan berarti kerjanya normal. Tetapi apabila hasilnya rill itu berada di bawah standar minimum, berarti kerjanya tidak efisien. 
Pengertian efisiensi juga dikemukakan oleh Hasibuan (1996:165) yang mengatakan bahwa: “Efisien adalah perbandingan antara output dengan input atau perbandingan manfaat dengan biaya.” 
Mengacu pada beberapa pengertian diatas maka efesiensi harus dilihat dari keberhasilannya minimal sesuatu tolak ukur yang ada yaitu segi pengorbanan riil yang diberikan dengan standar pengorbanan maksimum. Untuk itu, standar harus ditetapkan dengan cermat, berdasarkan hasil normal dari: 
a.	Pengalaman-pengalaman yang banyak.
b.	Percobaan berkali-kali.
c.	Menggunakan perkiraan untuk hal-hal yang sulit diukur. 
Efesiensi dalam hubungannya dengan optimalisasi peningkatan penerimaan pajak Pajak Daerah sangat ditentukan oleh beberapa jumlah biaya yang diperlukan dan dikeluarkan sebagai biaya pungut dan penggunaan jumlah petugas pemungutan pajak, juga ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak tersebut agar bisa mencapai hasil pajak yang tinggi sehingga bisa berdayaguna. 
Berdasarkan uraian di atas, maka optimalsasi terhadap suatu kegiatan adalah merupakan gambaran dari wujud efisiensi dan efektivitas yang dilaksanakan dan sangat berkaitan erat, karena optimalisasi kegiatan tidak akan terwujud apabila efisiensi dan efektivitas tidak dapat diwujudkan terlebih dahulu.

Pengelolaan
Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengusahakan, mengurus, menata yang dalam bahasa Inggris sama dengan “to manage”. Menurut Prajudi (2009:65) pengelolaan adalah manajemen daripada sumber-sumber daya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa manajemen itu sendiri adalah pemanfaatan dan pengendalian daripada semua faktor atau sumber daya yang menurut perencanaan diperlukan untuk mencapaian atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.
Sementara itu, Arikunto dalam Brata (2005: 8) mengatakan bahwa “Pengelolaan adalah suatu kegiatan sekelompok orang yang menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.” Dengan pengertian ini, pengelolaan dalam suatu organisasi berjalan dengan berlandaskan pada fungsi masing-masing bagian. Di antara bagian itu saling terkait, mendukung dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pengelolaan yang baik diharapkan suatu pekerjaan akan berjalan dengan baik, lancar, terarah, dan tepat waktu dalam mencapai tujuan
Pengelolaan pada dasarnya tidak terlepas dari konteks manajemen bahwa pengelolaan identik dengan istilah manajemen bahkan ahli seperti Terry dan Rue (2005:1) menyamakan antara pengelolaan dan manajemen mengatakan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” atau pengelolaan, sedangkan pelaksanaanya adalah manajer atau pengelolaan.
Selanjutnya pengelolaan didefenisikan Pamudji (2004: 7) mengatakan bahwa “Perkataan pengelolaan sebagai pengurusan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai perubahan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih atau lebih cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.”
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan, tidak lain adalah manajemen yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.
Terry dalam bukunya “Principles of Management”, (2006: 45) mengelompokkan dan membedakan rangkaian kegiatan manajemen dalam empat fungsi pokok yaitu :
Dalam menggerakkan kelompok menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh anggota-anggota organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam fase pertama ini perlu juga ditetapkan oleh manajer bila ada tentang bagaimana  pekerjaan itu harus dilakukan. Kegiatan dalam fase ini lazim disebut perencanaan (Planning).
1. Mendistribusikan atau mengalokasikan tugas kepada anggota kelompok, mendelegasikan kekuasaan dan menetapkan hubungan kerja antara kelompok. Kegiatan ini lazim disebut pengorganisasian (Organizing).
2. Setelah kegiatan perencanaan dan pengorganisasian, manajer perlu menggerakkan kelompok secara efektif dan efisien ke arah pencapaian tujuan, manajer menggunakan berbagai sarana seperti:
Komunikasi
a. Kepemimpinan
b. Perundingan-perundingan
c. Pemberian intruksi
d. Dan lain-lain
Kegiatan manajer yang menyebabkan organisasi menjadi lebih bergerak atau berjalan ini lazim disebut penggerakan (Actuating).
Pada organisasi yang bergerak atau berjalan, manejer harus selalu melakukan pengawasan atau pengendalian agar gerakan atau jalannya organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik mengenai arahnya maupun caranya. Kegiatan ini lazim disebut pengawasan (Controlling).

Pendapatan Asli Daerah
Eksistensi keuangan daerah pada suatu negara pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan asas desentralisasi tersebut oleh pemerintah dibentuk daerah-daerah otomoni dengan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Agar dapat mengatur rumah tangganya sendiri, kepada tanggung jawabnya, sehingga akan tetap memberikan kepastian agar pelayanan pemerintah di daerah sejalan dengan usaha-usaha pembagunan nasional.
Kebijaksanaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat di pergunakan oleh daerah dalam rangka mebnyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai kebutuhannya.
Menurut Djamu Kertabudi (2007: 2) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya merupakan pendapatan tau penerima yang bersumber dari potensi daerah dari potensi daerah itu sendiri dalam rangka penyelenggaraan otomoni secra nyata dan tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan.” 
PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah, PAD merupakan usaha untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (subsidi). Berdasarkan UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dikutip oleh Abdul Halim (2007: 64) yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk meningkatkan PAD sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan otomoni daerah yang nyata dan bertanggung jawab, memang menimbulkan persoalan tersendiri. Apabila dilakukan dengan memperbesar porsi bantuan pemerintah pusat atau menggalakan penggalian potensi PAD dengan asumsi bahawa penambahan sumber-sumber pendapatan tersebut akan memadai guna menunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Bila dihubungkan dengan kecenderungan dewasa ini, alternatif keduanya nampaknya lebih realitis.
Pengoptimalan potensi PAD sebagai modal dasar pelaksanaan otomoni daerah dapat dilihat dari dua dimensi. Pertama sejauh mana daerah meningkatkan pungutan dari sumber-sumber telah memadai berdasarkan analisis forecasting  memiliki prospek yang baik. Kedua sejauhnya kebijakan untuk memberikan kebebasan kepada daerah yang kemungkinan untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang telah besar telah dijalankan.
Menurut Nurlan Darise (2009: 67) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
1) Hasil Pajak Daerah.
Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir
2) Hasil Retribusi Daerah.
Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:
a. Retribusi Jasa Umum
b. Retribusi Jasa Usaha
c. Retribusi Perijinan Tertentu
3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan.
a. Bagian laba
b. Deviden
c. Penjualan saham milik daerah
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, seperti penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.
Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di atas, masih dilihat dari realitasnya masih adanya hubungan ketergantungan antara keuangan pusat dengan daerah, sebagai konsekuensi ketergantungan tersebut, maka peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kemandirian daerah relatif kurang berarti.
Selain itu untuk peningkataan peranan PAD dalam upaya mencapai optimalisasi penerimaan daerah sangatlah ditentukan oleh intensifnya. Pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Retribusi Daerah
Undang-Undang No 32 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada darah secara luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengelolah sumber keuangan sendir. Dalam menggali keuangan tersebut tidak terlepas dari perundang- undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan pemerintah daerah dalamn pengelolaan sumber pendapatn asli daerahnya. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dijelasakan dalam undang- undang No 25 tahun 1999 sudah semestinya di  perhatikan oleh pemerintah daerah di samping sumber- sumber lain.
Pengertian retribusi daerah secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada negara. Yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Seperti di katakan oleh Munawir yang dikutip oleh Saputro ( 2010:4 ) “Iuran kepada pemerintah yang dapat di paksakan dan jasa balik secara langsung dapat  ditunjuk. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu” lebih lanjut menurut Suparmoko (2004:94), “Retribusi adalah suaatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung di terima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut”
Selanjutnya pengertian retribusi daerah menurut Riwu Kaho (2007: 153) dijelaskan sebagai berikut:
“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.”
J. Wajong (2007:56) , dalam buku yang berjudul “Administrasi Keuangan Daerah“ merumuskan bahwa:
“Retribusi (juga disebut Bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milki daerah bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh baik langsung maupun tidak langsung.”
Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan lagi dalam Undang- undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :
“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”
Berdasarkan peraturan pemerintah RI No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah yang dimaksud dengan:
1) Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
2) Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
3) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
4) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5) Retibusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, saran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas maka dapat dikemukakan ciri-ciri dari retribusi daerah sebagaimana yang disebutkan oleh Riwu Kaho (2007:154) sebagai berikut:
1) Retribusi dipungut oleh daerah.
2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjukkan.
Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan/mengenyam jasa yang disediakaan daerah.
a. Jenis-jenis Retribusi Daerah
Bila diperhatikan jenis retribusi daerah yang di pungut, dimana hal ini kabupaten diberi kewenagan untuk mengadakan pungutan retribusi sesuai dengan pertimbangan potensi daerahnya masing-masing, maka kabupaten mempunyai prospek yang cukup baik dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerahnya. Hal ini berarti bahwa daerah kabupaten mempunyai kesempatan yang luas untuk mengadakan ektensifikasi atau menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah seoptimal mungkin, sesuai dengan amanah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
Adapun jenis retribusi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) adalah:
1) Retribusi jasa umum adalah:
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan,
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda,
d) Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
e) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat,
f) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
g) Retribusi Pelayanan Pasar,
h) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
i) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
j) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, 
k) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, 
l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair,
m) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,  
n) Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan  
o) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunika.
2) Retribusi jasa terdiri :
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,
c) Retribusi Tempat Pelelangan,
d) Retribusi Terminal,
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir,
f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,
g) Retribusi Rumah Potong Hewan,
h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
j) Retribusi Penyeberangan di Air, dan 
k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3) Retribusi perizinan tertentu terdiri dari :
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
c) Retribusi Izin Gangguan,
d) Retribusi Izin Trayek, dan 
e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:  
a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara,
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan 
c. Penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
Retribusi Pelayanan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 1998 tentang retribusi pelayanan persampahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa Objek Pelayanan Persampahan ialah semua jasa Pelayanan Persampahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sedangkan yang menjadi Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan ialah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan Jasa Pelayanan Persampahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Retribusi daerah
Upaya peningkatan pendapatan asli daerah pada umumya dan retribusi daerah pada khususnya didasarkan pada anggaran besarnya potensi pendapatan asli daerah terngantung atau dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan serta kebijakan manejerial. Aspek manegerial yang dimaksud adalah bagian dari keseluruhan kegiatan manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Menurut Riwukaho (2007: 231) perencanaan meliputi serangkaian kegiatan keputusan termaksud penetuan tujuan, kebijaksanaan, pembuatan program, penentuan metode dan prosedur. Penggerakan adalah proses penentuan mengenai pekerjaan yang harus diselesaikan yakni penilaian pelaksanaan.
Dalam hal pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan dalam peningkatan PAD, tentunya terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan dapat bersifat positif maupun bersifat negative, dalam hai ini faktor positif diarahkan pada pencapaian tujuan sedangkan faktor negative merupakan masalah tersendiri. Oleh karena itu dalam rangka mengurangi atau meminimalkan hambatan tersebut, maka perlu diusahakan suatu keadaan dimana masyarakat selaku wajib retribusi sadar kewajibannya membayar retribusi. Selain itu kemampuan aparat selaku petugas pemungut harus memiliki kejujuran dan sikap profesionalisme yang tinggi dalam pelaksanaan tugas, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan tugas yang diemban. Untuk meminimalkan atau menghilangkan hambatan tersebut diperlukan sejumlah usaha (langkah taktis).
Munawir (2010:7) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” mengemukakan bahwa “Usaha untuk menghilangkan hambatan ini dapat dilakukan dengan memberikan penerangan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak bagi kelangsungan hidup negara dan kelancaran jalannya pembangunan”.
Dengan demikian dalam pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  factor kesadaran wajib retribusi sangat penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Selain itu diperlukan dalam pelaksanaan tugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam hal ini aparat yang bertugas sebagai pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan tingkat kejujuran yang tinggi, adil, bersih dan berwibawa. Serta faktor sarana dan prasarana yang memadai yang akan mempermudah gerak aktifitas dalam memungut teribusi persampahan/kebersihan.

METODE Penelitian.
Penelitian ini merupakan analisis deskriptif yang menggambarkan keadaan yang nyata pada suatu unit kerja, dengan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menghitung efisiensi dan efektivitas retribusi persampahan, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi daerah dan untuk mendukung apa yang diperoleh dari hasil perhitungan
Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dengan meminta izin kepada pihak kantor yakni kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan juga kepada unsur yang menjadi objek penelitian dalam hal ini Staf Seksi Kebersihan.
Populasi  adalah  keseluruhan  objek  penelitian  yang  terdiri  dari manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan dan pristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik  tertentu  dalam  sebuah  penelitian.
Populasi  juga  dapat  diartikan keseluruhan objek yang ingin diteliti. Oleh karena itu yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Kebersihan dan Keindahan Seksi kebersihan adalah 68 Orang.
Selajutnya pengertian sampel yang dikutip oleh penulis yakni sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, sehingga betul-betul mewakili populasi. Jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini adalah 68 orang. 
Wawancara dilakukan dengan 2 (dua) Orang informan antara lain sebagai berikut:
1. Kepala Bidang Kebersihan dan Keindahan Kab. Sidenreng Rappang
2. Kepala Seksi Kebersihan Kab. Sidenreng Rappang
Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, digunakan secara garis besar dua metode, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kedua metode ini akan dilakukan sinkronisasi antara pernyataan secara teoritis dan realitas yang terjadi di masyarakat. Adapun kedua metode ini digunakan yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian kepustakaan (library research)
Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode penelitian dengan cara membaca dan menelaah buku-buku kepustakaan dan sumber-sumber yang bersifat tekstual yang ada dan erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
Dalam penelitian kepustakaan, penulis menempuh dua cara, yaitu:
a. Kutipan langsung
Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku atau sumber-sumber yang bersifat tekstual yang dibaca tersebut dengan tidak mengubah sifat dan redaksi aslinya.
b. Kutipan tidak langsung
Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip isi buku atau sumber yang bersifat tekstual dengan membuat catatan singkat dan menguraikan lebih panjang dari redaksi aslinya, namun tidak mengubah tujuan, sifat dan substansi dari bahan aslinya.
2. Penelitian lapangan (field research)
Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dimana peneliti turun langsung ke lapangan ikut serta dan berpartsipasi di lapangan untuk melakukan observasi, mengumpulkan data dan informasi, baik dari responden (sumber data primer) maupun dari informan (sumber data sekunder).
Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan, yaitu sebagai berikut:
a. Observasi
Teknik observasi yaitu teknik penelitian dengan cara mengumpulkan sejumlah data dan kemudian mengamati kondisi objek penelitian. 
b. Dokumentasi
Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen atau catatan-catatan yang ada di lokasi penelitian kemudian dikutip dalam bentuk tabel.
c. Angket 
Angket yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi tetulis dengan sumber data (responden). Angket dalam penelitian ini ditujukan untuk seluruh sampel yang diambil.
d. Wawancara
Mengajukan sejumlah pertanyaan lisan kepada orang yang paling banyak mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu kepada Kantor, sehingga diperoleh data dan informasi tentang efektifitas pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan untuk Kepala Bidang Kebersihan dan Keindahan dan Kepala Seksi Kebersihan.

HASIL PENELITIAN
Data penelitian tentang Optimalisasi retribusi persampahan sebagai pendapatan asli daerah, peneliti dapatkan melalui angket yang diberikan kepada responden  yang berjumlah 68 orang. Selain itu peneliti juga memperoleh data melalui wawancara dan observasi. Wawancara peneliti lakukan kepada  Kepala Bidang Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kepala Seksi Kebersihan Kab. Sidenreng Rappang untuk mengkomparasikan data mengenai optimalisasi retribusi persampahan sebagai pendapatan asli daerah.
Observasi peneliti lakukan untuk memperoleh data mengenai identitas para responden dan informan,  data yang berkaitan dengan optimalisasi retribusi persampahan Kabupaten Sidrap, seperti potensi penerimaan retribusi persampahan, target yang ditetapkan serta efektiftas dan efisiensi pengelolaan retribusi persampahan.
1. Analisis Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan
Untuk menentukan besarnya potensi retribusi pelayanan persampahan maka perlu diketahui terlebih dahulu potensi obyek pelayanan persampahan di Kabupaten Sidrap. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, potensi obyek pelayanan persampahan di Kabupaten Sidrap cukup besar di mana mencapai 24.262 obyek pelayanan, sehingga memungkinkan dalam peningkatan retribusi pelayanan persampahan. Dari data tersebut maka dapat dihitung besarnya penerimaan Retribusi Kebersihan, maka besarnya potensi penerimaan  retribusi persampahan di Kabupaten Sidrap adalah Rp 782.736.000,- dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp.59.681.500 pada tahun 2011, dalam hal ini potensi atau target yang ada belum tercapai. Hal ini kemungkinan Dinas Kebersihan belum melihat potensi yang ada atau telah melihat akan tetapi sarana dan prasarana belum mampu untuk melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Akibat lain dari adanya selisih antara realisasi dengan potensi antara lain: wajib pungut belum bersedia membayar atau tidak membayar karena tidak mendapatkan pelayanan atau bahkan karena tidak ditagih, dan oleh adanya free rider yang menikmati manfaat tanpa menyumbang. Kelompok belum membayar masih bisa diharapkan karena kemungkinan belum ditagih, menunggak atau belum mendapatkan pelayanan harapan ini artinya masih dapat diupayakan oleh Dinas Kebersihan dengan berbagai cara pendekatan dan peningkatan pelayanan. Retribusi merupakan aspek pembiayaan yang cukup penting karena merupakan sumber daya  yang menggerakan sistem pengelolaan sampah, maka retribusi hendaknya dipersiapkan dengan cara seksama dan mempunyai landasan yang kuat, agar masyarakat dapat menerima kenyataan bahwa untuk mendapatkan hidup yang sehat dan lingkungan yang bersih dibutuhkan biaya. Apabila masyarakat sudah sadar akan kewajibannya maka diharapkan adanya peningkatan penerimaan bagi keuangan daerah Kabupaten Sidrap.
2. Analisis tingkat efisiensi penerimaan retribusi pelayanan persampahan tahun 2009-2011
Tingkat efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan dihitung dengan cara membandingkan total biaya pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada tahun tertentu dengan total realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan pada tahun tertentu. Semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan retribusi pelayanan persampahan apabila tidak diikuti dengan tambahan penerimaan retribusi yang lebih besar dan tambahan biaya yang dikeluarkan, merupakan petunjuk bahwa efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan adalah rendah. Dengan mengacu pendapat Devas (1989:144) sebagai pembanding maka tingkat efisiensi yang berkisar 100% - 0%, dengan prinsip meminimumkan biaya maka apabila tingkat efisiensi mendekati 0% tingkat efisiensi pemungutan retribusi pelayanan persampahan dapat dikatakan tinggi, dan sebaliknya apabila tingkat efisiensi mendekati 100% tingkat efisiensi pemungutan retribusi pelayanan persampahan dapat dikatakan rendah.
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun anggaran 2010-2011 tingkat efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan adalah sebesar 0,237.  Tingkat efisiensi ini mengandung arti bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 23,7% dari hasil berupa penerimaan retribusi  pelayanan persampahan pada tahun tersebut. Jika dibandingkan antara penerimaan retribusi dengan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 10 banding 1, mengingat bahwa besarnya tingkat efisiensi tersebut mendekati 0 % maka dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensi pemungutan retribusi pelayanan persampahan tinggi. Pada tahun 2009/2010-2011 tingkat efisiensi pemungutan retribusi pelayanan persampahan mengalami kenaikan. Bila dilihat dari keseluruhan selama 3 (tiga) tahun tingkat efisiensi pengelolaan retribusi pelayan persampahan di Kabupaten Sidrap dapat dikatakan cukup tinggi.
3. Analisis tingkat efektivitas pengelolaan retribusi  pelayanan persampahan di Kabupaten Sidrap
Tingkat efektivitas pengelolaan retribusi pelayanan persampahan dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan pada tahun tertentu dengan potensi penerimaan retribusi pelayanan persampahan pada tahun tetentu. Dalam perhitungan tingkat efektivitas akan dilakukan beberapa tahapan yaitu: rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Sidrap selama 3 tahun terakhir, dan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan pada tahun 2011. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Sidrap berdasarkan potensi penerimaan masih kurang yaitu sebesar 72,9%. Namun apabila dilihat dari perhitungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap pada tahun 2011 tingkat efektivitas cukup tinggi sebesar 74,11%, hal ini terjadi karena target yang ditetapkan  tidak  didasarkan pada potensi.
Untuk mendukung hasil perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Sidrap, dapat dilihat bahwa Jumlah Petugas Pengelolaan Persampahan Terutama Para Pelaksana di Lapangan kurang memadai dengan persentasi jawaban responden sebanyak 72,06% hal dikarenakan kurangnya minat seseorang untuk bekerja sebagai petugas pengelolaan persampahan yang identik dengan kotor,bau dan minimnya gaji yang ditawarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, bahkan 16,17% dari 68 responden menyatakan tidak memadai dan hanya 11,77% yang menyatakan sudah memadai.
Pengalaman para petugas sangat mempengaruhi efektif tidaknya pelaksanaan pengelolaan persampahan, berdasarkan perolehan data dapat diketahui bahwa di pengalaman para petugas dalam pengelolaan persampahan sudah memadai dengan persentasi  76,47% hal ini dikarenakan para petugas pengelolaan persampahan rata-rata usia lanjut atau orang tua yang memiliki banyak pengalaman, bahkan 14,71% menyatakan sangat memadai, dan hanya 8,83% dari 68 responden yang menyakan kurang memadai.
Meskipun perolehan data menyatakan bahwa pangalaman para petugas sudah memadai, terdapat data yang menunjukkan bahwa Program Peningkatan SDM bagi Petugas Pengelola  Persampahan masih dianggap perlu untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas kerja dalam pengelolaan persampahan dengan mengunakan metode-metode baru dalam pengelolaan sampah. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya angka 76,47 % persentase jawaban perlu dan 14,71% persentase jawaban sangat perlu, sedangkan persentase jawaban kurang perlu hanya 8,83%.
Tenaga Ahli dalam Manajemen Pengelolaan Persampahan sangat diperlukan, akan tetapi di kabupaten Sidrap hal tersebut masih kurang memadai dalam hal ini pemerintah kurang memperhatikan masalah lingkung harusnya dilakukan pelatihan kedaerah / kota yang memiliki manajemen pengelolaan persampahan yang baik sebagai pembelajaran sehingga bisa melahirkan tenga ahli dalam manajemen pengelolaan persampahan. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang menunjukkan 75% dari 68 responden yang menyatakan kurang memadainya Tenaga Ahli dalam Manajemen Pengelolaan Persampahan, bahkan 17,65% yang menyatkan tidak memadai sama sekali. Hanya 7,35% yang menyatakan memadai.
Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik Kualitas Maupun Kuantitas banyak pengaruhnya terhadap Kegiatan Pengelolaan Persampahan di kabupaten Sidrap, 77,95 % dari 68 responden mendukung pertanyataan tersebut dengan berkualitasnya SDM maupun kuantitasnya kegiatan pengelolaan persampahan dapat terlaksana dengan baik, bahkan  22,05% yang menyatakan sangat berpengaruh.
Kegiatan Monitoring Kebersihan Tiap Bulan idealnya dilakukan tiap minggu, atau 4 kali dalam sebulan. Akan tetapi, di kabupaten Sidrap hal tersebut tidak direalisasikan, menurut 60,29% dari 68 responden, hal tersebut hanya dilakukan dua kali sebulan karena sulitnya melakukan kegiatan monitoring terhadap petugas pengelolaan persampahan dengan banyak pekerjaan lain, bahkan 20,06% di antaranya menyatakan hanya satu kali dalam satu bulan. Paling banter tiga kali dan satu bulan, itupun hanya 17,65% responden yang menyatakannya.
Salah satu kendala dalam mengoptimalkan pengelolaan persampahan adalah masalah pembiayaan karena besarnya peranannya untuk meningkatkan dan memperlancar kegiatan pengelolaan persampahan, peryataan ini di dukung oleh 60,29% dari 68 responden. Hanya 32,36% yang menyatakan kurang berpengaruh.
Pemilihan dan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Kebersihan di kabupaten Sidrap di anggap kurang berwenang karena dalam perumusan kebijakan pengelolaan persampahan dilakukan oleh anggota DPR, hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian di mana 63,23% dari 68 responden yang mendukung pernyataan tersebut. 29,42% yang menyatakan tidak berwenang dan hanya 7,35  % yang menyatakan berwenang.
Proposionalitas dalam menjalankan tugas berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan masih kadang-kadang dilakukan oleh segenap pegawai pengelolaan kebersihan karena kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. dengan persentase jawaban sebesar 63,23%. 29,42% yang menyatakan sering dilakukan dan 7,35% menyatakan selalu dilakukan.
Pola pendistribusian beban kerja pada sektor penyapuan, sektor pengangkutan dan pemusnahan sampah di kabupaten Sidrap masih Kurang baik karena masih adanya tidak menyadari akan tugas pokoknya masing-masing, pernyataan ini didukung oleh 61,12% dari 68 responden dan 30,88% yang menyatakan sudah baik.
Alat Pengangkutan Sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan di Kabupaten Sidrap masih perlu ditingkatkan karena untuk melayani persampahan dikabupaten sidrap diperlukan alat pengagkutan yang memadai ,hal ini 77,95% dari 68 responden yang mendukung jawaban tersebut. Akan tetapi 22,05% menyatakan sudah baik.
Lebih dari separuh dari 68 responden menyatakan tempat pembuangan sampah masih kurang cukup menampung sampah yang ada karena lokasi atau tempat pembuangan akhir tidak terlalu luas, 30,88% menyatakan tidak cukup sama sekali, akan tetapi 17,65% menyatakan sudah cukup.
Kaitan dengan tempat pembuangan pada tabel sebelumnya, selanjutnya mengenai penempatan  lokasi TPA tersebut  51,47% yang menyatakan sudah sesuai karena jauh dari pemukiman penduduk yang dapat mencemari permukiman penduduk bahkan 17,65% yang menyatakan sangat sesuai, akan tetapi 30,88% yang menyatakan tidak sesuai.
Tingkat Kesadaran Wajib Retribusi dalam hal memenuhi kewajibannya membayar retribusi tepat pada waktunya, masih kurang karena kurang menyadari akan penting pembayaran iuran persampahan untuk pendapatan asli daerah dan untuk pembangunan kedepanya. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang menunjukkan persentase jawaban 63,23% yang menyatakan Kurang menyadari kewajibannya, bahkan 7,35% yang menyatakan tidak menyadari kewajibannya, akan tetapi 29,42% yang menyatakan sudah menyadari kewajibannya.
Keadaan Geografis Kabupaten Sidrap dalam pengelolaan sampah dinyatakan mendukung oleh 51,47% responden, bahkan 32,35% yang menyatakan sangat mendukung, akan tetapi 16,18% yang menyatkan kurang mendukung.
Perhitungan optimalisasi pengelolaan persampahan pun menunjukkan hasil cukup optimal dengan target yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 64,70%, hasil tersebut memang pantas didapatkan, terbukti dengan diperolehnya 44 dari 68 responden yang berada dalam kategori Cukup Optimal Retribusi Persampahan di Kabupaten Sidrap, 20 orang di antaranya berada dalam kategori kurang optimal, dan hanya 3 orang yang berada dalam kategori sangat optimal.
Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan informan dalam penelitian ini, beliau menyatakan,  “Saya pikir retribusi persampahan sebagai Pendapatan Asli Daerah sudah cukup optimal dengan target yang diberikan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini pencapaian retribusi persampahan hanya selisih sedikit dari potensi yang ada.”
Dari tempat wawancara yang berbeda, informan lain pun menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan pernyataan informan sebelumnnya. Beliau menyatakan, “Yaa... meskipun masih belum mencapai target yang telah ditentukan, akan tetapi saya bangga dengan pencapaian  retribusi persampahan tahun ini. Saya pikir, berbicara optimal tidaknya  retribusi persampahan sebagai Pendapatan Asli Daerah dibandingkan tahun sebelumnya saya menganggap sudah cukup optimal.”
 
PENUTUP
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang mengkaji tentang Optimalisasi Retribusi Persampahan sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Salah satu asset daerah dengan kata lain pendapatan asli daerah, khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Retribusi Persampahannya. Oleh karena itu, optimalisasi retribusi persampahan sangat diharapkan. Akan tetapi, optimal tidaknya retribusi persampahan sangat dipengaruhi dalam pelaksanaan atau pengelolaan retribusi persampahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi, kuesioner maupun wawancara menunjukkan hasil bahwa pengelolaan retribusi persampahan dikabupaten Sidrap sudah berjalan cukup baik .
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Retribusi Persampahan di Kabupaten Sidenreng  Rappang  berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang dibagikan diantaranya jumlah petugas kebersihan, sumber daya manusia petugas kebersihan baik pelaksana di lapangan maupun non-lapangan, selain itu kesadaran wajib retribusi pun sangat mempengaruhi pengelolaan Retribusi Persampahan di Kabupaten Sidenreng  Rappang.
3. Melihat berjalan cukup optimalnya Retribusi Persampahan di kabupaten Sidenreng Rappang dimana pencapaian ± 75% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, penulis menyimpulkan bahwa Retribusi Persampahan sebagai Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Sidenreng Rappang memberikan kontibusi yang cukup besar dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah .


DAFTAR PUSTAKA
Amosudirdjo, S. Prajudi, 1989. Dasar-Dasar Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Brata, J. T. 2005. Studi Pengelolaan Terminal di Kediri. Thesis, Makassar
Davey, K.J, 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah.UI-Press, Jakarta
Devas, N, B, Binder, K.Davey, R.Kelly, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
Danise, Norlan 2009. Sistem Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta, Indek
Brata, J.T, 1999. Studi Pengelolaan Terminal di Kediri. Thesis, Makassar
Harits, Benyamin, 2002. Peranan Administrasi Pemerintah Daerah. Prisma, 4 April , 80-87
Hasibuan, Nurimansyah, 1996. Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah: Prisma. Jakarta
Halim, Abdul, 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. UPD STIM YKPN
Hermawan Rasito. 1992. Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Munawir, S, 2010. Perpajakan. Jakarta: Liberty
Kertabudi, Djamu, 2007. Sistem Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta, UPD STIM YKPN 
Pamudji, S. 2004. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta, Bumi Aksara
Pemerintah Kabupaten Sidrap, 1998. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
Poerwadarminto, W.J.S. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka
Riwu Kaho, Yosef. 2007. Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia :  Bina Aksara, Jakarta
Syamsi, Ibnu, 2007. Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja, Jakarta,Bumi Aksara
Sidik, Machfud, dkk, 1998. Keuangan Daerah, Universitas Terbuka; Jakarta
Sogiyono, 2008. Metode Penelitian Administrasi, CV.Alvabeta; Bandung
Terry, George. R, dan Rue, Leslie W., 2005, Dasar-Dasar Manajemen, Gunung 
           Agung, Jakarta
The Liang Gie. 1991. Unsur-unsur Administrasi. Yogyakarta: Super Sukses
Undang-undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Restribusi Daerah
Wajong, J. 2007. Administrasi Keuangan Negara, Ichtiar ; Jakarta
Winardi, 2007, Kamus Marketing, Tarsito : Bandung
	

